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RINGKASAN
Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria harus dimanfaatkan dan

dikelola secara optimal dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.
Namun, penguasaan tanah di Indonesia seringkali mengalami tumpang tindih
administrasi sehingga menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak seperti
halnya sengketa penguasaan tanah Hak Guna Usaha di Desa Pakel, Kecamatan
Licin, Kabupaten Banyuwangi yang dimana tanah yang dikuasai oleh pihak
perusahaan perkebunan swasta tidak sesuai dengan data fisik yang terdapat di
Sertifikat HGU milik perusahaan perkebunan tersebut. Sengketa tanah perkebunan
di Desa Pakel adalah sengketa penguasaan tanah dalam arti yuridis, suatu
penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, umumnya memberi
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang
menjadi haknya. Usaha penyelesaian yang dilakukan dalam sengketa penguasaan

tanah hak guna usaha di Desa Pakel sampai saat ini masih belum terselesaikan.

Sengketa Tanah HGU vyang terjadi antara perusahaan swasta dengan
Masyarakat Desa Pakel berawal dari ditemukannya sertifikat lama bukti
kepemilikan hak atas tanah di Desa Pakel yang hingga kini lahan tersebut dikelola
oleh perusahaan perkebunan Perusahaan swasta yang dimana berdasarkaan surat
penetapan dari BPN kabupaten/kota menyatakan bahwa Desa Pakel tidak
termasuk di dalam Sertifikat HGU milik Perusahaan swasta. Oleh karena itu,
sengketa ini memerlukan suatu sistem penyelesaian yang sistematis, karena dalam
waktu yang cukup lama sengketa tersebut belum juga terselesaikan. Penyelesaian
sengketa yang dapat dilakukan vyaitu penyelesaian sengketa melalui jalur
pengadilan dan melalui jalur diluar pengadilan. Sebelum mengetahui sistem
penyelesaian sengketa yang akan maka untuk memetakan karakter sengketa yang
terjadi, agar dapat dilakukannya penyelesaian sengketa secara tepat dan adil.
Pemetaan karakter konflik ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu konflik
hukum dan konflik kepentingan yang mana dari karakter konflik tersebut

memiliki cara penyelesaian masing-masing.

Xi
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Kemudian, peran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota juga
sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa pakel.
Karena, BPN merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam
melakukan penyelesaian suatu sengketa tanah. Pihak BPN juga sebagai pihak
netral dalam penyelesaian sengketa antara pihak Perusahaan swasta dengan
Masyarakat Desa Pakel.

Tujuan penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bagaimana proses
penyelesaian sengketa penguasaan tanah Hak Guna usaha (HGU) di Desa Pakel,
karena hingga saat ini sengketa penguasaan tanah HGU yang terjadi di Desa Pakel
masih belum kunjung terselesaikan. Kemudian, yang kedua adalah untuk
mengetahui kewenangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta
perannya dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan khususnya sengketa
yang terjadi di Desa Pakel. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini
adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
serta menggunakan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan

adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Saran dari Penulis Pemerintah harus dapat mengidentifikasi masalah
secara jelas agar menemukan cara penyelesaian sengketa penguasaan tanah yang
seharusnya dilakukan. Dan juga, pemerintah harus dapat meminimalisir terjadinya
suatu sengketa pertanahan . Karena hingga saat ini sengketa di Desa Pakel masih
belum terselesaikan, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan mengenai tertib
administrasi pertanahan masih belum terpadu, apabila kedepannya masih belum

diperbaiki maka akan rentan sekali terjadinya suatu sengketa pertanahan.

Kesimpulan dari penulis mengenai penyelesaian sengketa tanah Hak Guna
Usaha di Desa Pakel maka perlu dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan
Negeri agar mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
dan dilakukan eksekusi oleh pihak BPN setempat untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang menyangkut mengenai penerbitan, peralihan, dan/atau

pembatalan hak atas tanah.

Xii
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa
kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan
pertanahan yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.Keadaan
ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan
orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang Indonesia memandang tanah
sebagai sarana tempat tinggal dan memberikan penghidupan sehingga tanah

mempunyai fungsi yang sangat penting.

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang
peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang
bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara yang
rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial,
pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu
condition sine qua non.? Di dalam UUPA juga menegaskan bahwa hukum agraria
nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan
ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perkembangan
zaman serta merupakan perwujudan asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.®

Namun, kenyatanyaannya yang terjadi jauh dari semangat UUPA.
Berbagai sengketa seputar tanah kerap terjadi. Amanat undang-undang yang
mengutamakan kepentingan rakyat akhirnya harus terkikis dengan kepentingan-

kepentingan investasi dan komersial yang menguntungkan segelintir kelompok

2Iman Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas (Yogyakarta:Penerbit Liberty,1978),him.1.
Conditio sine qua non merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti syarat mutlak atau syarat
yang absolut. Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta,2002), him.82.

%Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 5
Tahun 1960.
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sehingga kepentingan rakyat banyak yang seharusnya memperoleh prioritas utama
akhirnya menjadi terabaikan. Sumber Daya Alam memiliki peranan strategis bagi
kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikandungnya. Berdasarkan
penafsiran umum, bahwa segala hal yang bersifat ekonomis pada umumnya
mempunyai jumlah ketersediaan yang terbatas. Sama halnya dengan Sumber Daya
alam, pada saat sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
maka resiko-resiko timbulnya persaingan akan semakin besar. Setiap orang
berusaha untuk menguasai dan memanfaatkannya, dengan terbatasnya jumlah
ketersediaan sumber daya alam maka terdapat kecenderungan mereka akan
bersaing untuk mendapatkannya. Maka akan terjadi suatu pertentangan,
pertentangan inilah apabila masuk kedalam suatu tataran sosial akan menimbulkan

sengketa.

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Negara adalah organisasi
kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia
membentuk Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air
Indonesia dan melaksanakan tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan
kesejahteraan umum.* Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Negara Republik
Indonesia mempunyai hubungan hukum dengan tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia agar dapat memimpin dan mengatur tanah-tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia atas nama Bangsa Indonesia melalui peraturan
perundang-undangan, vyaitu UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Negara
diberikan kewenangan untuk mengatur tanah dan unsur-unsur sumber daya alam
lainnya yang merupakan kekayaan nasional. Dalam hal ini Negara berwenang
mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan, dan penggunaan tanah, serta
pemeliharaan tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia dengan
tujuan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Indonesia atau berkedudukan sebagai badan penguasa.®

“Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Op.cit., Pasal 2.
>Boedi, Sejarah,Op. Cit., him. 270-278.
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Kewenangan Negara untuk menyelenggarakan hak-hak perorangan atas
penggunaan tanah salah satunya adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU secara
spesifik diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 34 UUPA Jo. Pasal 2 sampai Pasal 18
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut
dalam Pasal 29 UUPA guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 menambahkan guna usaha
perkebunan. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang bersifat
primer yang memiliki spesifikasi yaitu HGU tidak bersifat terkuat dan terpenuh.
Hal ini dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat
beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UUPA telah diakui
dengan sendirinya bahwa HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi
kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang
dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara

pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain.®

Persoalan penetapan tanah negara ini sering kali menjadi awal sengketa
antara pihak perkebunan atau calon penguasa HGU perkebunan dangan rakyat
yang telah menguasai tanah tersebut sejak lama, sehingga dalam hal ini sengketa
yang muncul adalah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan akibat klaim
tanah negara. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi sengketa penguasaan tanah hak Guna Usaha
antara Perusahaan swasta dengan warga setempat. Karena, Perusahaan swasta
telah mengelola lahan di Desa Pakel yang dimana lahan tersebut tidak termasuk
di dalam wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan milik
swasta. HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan swasta terpecah dalam 2 sertifikat,
yakni sertifikat HGU Nomor 1 Desa Kluncing Kecamatan Licin, seluas 1.902.600
meter persegi, dan Sertifikat HGU No.8 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, seluas

11.898.100 meter persegi atau dengan luasan total 1.189.81 hektar. Masyarakat

éSupriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.hlm. 110
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Desa Pakel, menduga bahwa Perusahaan swasta telah menyalahgunakan HGU.
Karena faktanya, mereka sejak puluhan tahun telah mengelola lahan yang sesuai
Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi tahun 2015 adalah wilayah
administrasi Desa Pakel, yakni SK Nomor 188/402/KEP/429.011/2015,
Kabupaten Banyuwangi. Perjuangan Warga Desa pakel, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi ini berawal dari keberadaan bukti lama kepemilikan tanah
berupa Surat izin membuka lahan yang ditanda tangani oleh Bupati Banyuwangi.
Dalam Dokumen berbahasa Belanda tersebut, Leluhur warga Desa Pakel atas
nama Doelgani, Karso dan Senen, diberi kewenangan membuka lahan seluas 4000

Bau.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka penulis tertarik dan
menganggap perlu untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan
judul “Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Perusahaan swasta dengan

Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa penguasaan tanah Hak Guna
Usaha antara Perusahaan swasta dan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan

Licin, Kabupaten Banyuwangi menurut Hukum Pertanahan di Indonesia?

2. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian
sengketa penguasaan tanah Hak Guna Usaha antara Perusahaan swasta
dengan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten

Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian
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1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa penguasaan tanah
Hak Guna Usaha antara Perusahaan swasta dan Masyarakat Desa Pakel,
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi menurut hukum pertanahan di

Indonesia.

2.Untuk mengetahui kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam
menangani penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak guna usaha antara
Perusahaan swasta dengan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin,

Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normative atau doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan
bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan
sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis
hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin

memprediksi pembangunan masa depan.’

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum
doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen
karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.® Pada intinya penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1.4.2 Pendekatan Masalah

’Peter Mahmud Marzuki.Op.cit.,him. 32
8Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 14
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Adapun pendekatan yang digunakan penulis berdasarkan pendekatan yang
digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundangan-
undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.®
Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan
pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan
untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang
dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan

dengan permasalahan.
1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan
adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian
yang dilakukan. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

yaitu:

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria
b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif

Penyelesaian sengketa

°Ibid.,hIm. 24
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c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
pertanahan

g. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan

1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.l® Dalam penelitian ini
bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum

b. Makalah-makalah

c. Jurnal ilmiah

d. Artikel ilmiah

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan Pengumpulan sumber bahan hukum primer maupun
sumber bahan hukum sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan
menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menguraikan data yang
diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara

sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang

%lpid.,hIm.142
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diteliti.Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang
diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini.
Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara
induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus
yang kemudian diambil kesimpulan.
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BAB I1I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hak Guna Usaha

2.1.1 Pengertian Hak Guna Usaha

Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b UUPA.Secara khusus diatur di dalam pasal 28 sampai dengan
pasal 34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut
mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas
Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna
Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna
perusahaan pertanian,perikanan,atau peternakan.!! Peraturan Pemerintah No.40
Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. Luas tanah Hak Guna
Usaha adalah untuk perseorangan luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya

ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.?

2.1.2 Subyek dan Obyek Hak Guna Usaha
A. Subyek Hak Guna Usaha

Yang dapat mempunyai (subjek Hukum) Hak Guna Usaha,yaitu : a)
Warga Negara Indonesia, b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan Hukum Indonesia).'® Bagi
pemegang Hak Guna Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak

Guna Usaha, maka dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Op.cit,Pasal 28 ayat (1)

12 pasal 28 ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

13peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Op. cit, Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2
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tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika hal ini tidak dilakukan,
maka Hak Guna Usaha-nya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah
Negara.

B. Obyek Hak Guna Usaha

Tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara. Tanah negara
adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan belum atau tidak dapat
terdapat hak-hak lain di tanah tersebut. Jika tanah yang diberikan Hak Guna
Usaha baru dapat dilakukan setelah adanya pencabutan statusnya sebagai kawasan
hutan. Demikian juga bila di atas tanah tersebut terdapat hak-hak lain, maka
pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan apabila pelepasan hak yang
sebelumnya telah selesai.’* Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 4 ayat (4)
disebutkan bahwa apabila di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha
tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya
sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk
memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal
itu sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak

sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya menyebutkan bahwa ganti rugi
yang layak itu disandarkan pada nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda yang
bersangkutan. Ganti kerugian ini ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Panitia
Penaksir yang terdiri dari pejabat ahli dalam bidangnya. Dalam penetapan
besarnya ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :
penetapannya harus didasarkan atas musyawarah antara Panitia dengan para
pemegang hak atas tanah dan penetapannya harus memperhatikan harga umum
setempat, disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. Selain
itu, perlu pula dipertimbangkan adanya faktor-faktor non fisik (immateril) dalam

penentuan besarnya ganti rugi. Misalnya, turunnya penghasilan pemegang hak dan

4peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Op. cit,Pasal 4
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ganti Kkerugian yang disebabkan karena harus melakukan perpindahan

tempat/pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa
musyawarah merupakan salah satu tahapan yang tidak dapat dikesampingkan
dalam proses penetapan ganti kerugian, yaitu peran aktif masyarakat sebagai
pemegang hak atas tanah sebelum hak atas tanah tersebut dialihkan kepada pihak
lain. Pentingnya jaminan bahwa proses musyawarah berjalan sebagai proses
tercapainya kesepakatan secara sukarela dan bebas dari tekanan pihak manapun
dan dalam berbagai bentuknya juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan syarat-
syarat untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan bebas tersebut sangat
menetukan jalannya proses penetapan ganti kerugian. Adapun syarat-syarat
tersebut adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan informasi secara jelas dan menyeluruh tentang hal-hal yang
berhubungan langsung dengan para pihak (dampak dan manfaat, besarnya
ganti kerugian, rencana relokasi bila diperlukan, rencana pemulihan
pendapatan dan lain sebaginya),

b. suasana yang kondusif

c. keterwakilan parapihak

d. kemampuan para pihak untuk melakukan negosiasi

e. Jjaminan bahwa tidak adanya tipuan, pemaksaan, atau kekerasan dalam

proses musyawarah.

Walaupun secara prosedural musyawarah telah memenuhi syarat-syarat di
atas, namun apabila keputusan yang dihasilkan dilandasi adanya tekanan, maka
tidaklah dapat dikatakan telah dicapai kesepakatan karena tekanan itu merupakan
wujud dari pemaksaan kehendak dari satu pihak untuk menekan pihak lain agar
mengikuti kehendaknya. Dengan kata lain, kesepakatan itu terjadi dalam keadaan
terpaksa. Disamping itu, keterlibatan orang/pihak di luar kepanitaan yang tidak
jelas/fungsi dan tanggungjawabnya akan semakin mengaburkan arti musyawarah

tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

Bila dikarenakan ada sebab-sebab tertentu yang terjadi sehingga proses
musywarah tidak dapat berlangsung sebagaimana diharapkan, maka upaya para
pemegang hak atas tanah tersebut sebelum dialihkan kepada pemegang hak atas
tanah yang baru dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian sengketa,baik
melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam rangka pemberian Hak Guna
Usaha, tidak semua tanah dapat menajdi objek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-
tanah yang dikecualikan sebagai objek Hak Guna Usaha tersebut adalah:

a. tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat.
b. tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap.
c. tanah yang diperlukan oleh pemerintah.

Dalam konteks luas tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha,
bahwa luas minimum tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha adalah
lima hektar. Sedangkan luas maksimum dari tanah yang dapat diberikan kepada
perorangan adalah 25 hektar.'® Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).
Untuk luas tanah yang akan diberikan kepada badan hukum ditetapkan oleh
Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di
bidang usaha yang bersangkutan dengan mengingat luas tanah yang diperlukan
untuk melaksanakan usaha yang paling berdaya guna di bidang usaha yang
bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996.

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5
Hektar. Jika luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 hektar atau lebih,
maka penggunaan HGU nya harus menggunakan investasi modal yang layak dan
teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Jika tanah yang
akan diberikan HGU merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan,
maka pemberian HGU baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dilepaskan dari

statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian HGU atas suatu tanah yang telah

>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
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memiliki hak tertentu baru dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pelepasan
hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
Jika diatas tanah yang akan diberikan HGU terdapat tanaman atau bangunan milik
pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka pemegang
HGU yang baru wajib memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan dan
tanaman tersebut.

2.1.3 Jangka Waktu dan Hapusnya Hak Guna Usaha
A. Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu untuk pertama kalinya paling
lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.®
Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengatur jangka waktu Hak
Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbaharui paling
lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak
Guna Usaha dicatat dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk

perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Usaha adalah :

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,
dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak;

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau
pembaharuan HGU dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan
yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak
Guna Usaha. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus, untuk
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha hanya dikenakan biaya

administrasi.  Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan atau

8Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 , Op. Cit,Pasal 29
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pembaharuan Hak Guna Usaha dan Perincian Uang pemasukan dicantumkan

dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang bersangkutan.’
B. Hapusnya Hak Guna Usaha
Berdasarkan Pasal 34 UUPA, Hak Guna Usaha hapus karena :

a. Jangka waktunya berakhir;

b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

a o

Dicabut untuk kepentingan umum;
e. Ditelantarkan;
f. Tanahnya musnah;

g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha dan berakibat tanahnya

kembali menjadi tanah Negara adalah:*8

a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian
atau perpanjangannya;

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya
berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak
atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan pemberian hak, dan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

d. Hak Guna usahanya dicabut;

e. Tanahnya ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

YPeraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Op. Cit,Pasal 11
8PP No. 40 Tahun 1996, Op. Cit, Pasal 17
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g. Pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang

Hak Guna usaha.

Konsekuensi hapusnya Hak Guna usaha bagi bekas pemegang Hak Guna

usaha, yaitu :°

a. Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui,
bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang
ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas
tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu
yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria /Kepala BPN.

b. Apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut di atas diperlukan
untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka
kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan
jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

c. Pembongkaran bangunan dan benda-benda di atas tanah Hak Guna Usaha
dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha.

d. Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam memenuhi kewajiban
tersebut, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas
Hak Guna usaha out dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas

pemegang Hak Guna usaha.

2.1.4 Terjadinya Hak Guna Usaha dan Permohonan Hak Guna Usaha
A. Terjadinya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan pemerintah. Hak Guna Usaha
ini terjadi melalui permohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh pemohon kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Apabila semua
persyaratan yang ditentukan dalam permohonan tersebut dipenuhi, maka Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat dari Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberikan pelimpahan kewenangan
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib

peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Op. cit,Pasal 18
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didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam
Buku Tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran
SKPH tersebut menandai lahirnya HGU.?°

Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berwenang
menerbitkan SKPH atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar.?! Jika luas
tanah Hak Guna Usaha lebih dari 200 hektar, maka wewenang menerbitkan SKPH
berdasarkan Pasal 14 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 adalah
Kepala Badan Pertanahan Nasional. Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun
1999 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas
Tanah dan kegiatan pendaftran tanah tertentu. Dalam Pasal 7-nya dinyatakan
bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi
keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak
lebih dari 1.000.000 meter persegi. Kalau luas tanahnya lebih dari 1.000.000
meter persegi maka yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha adalah Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
B. Permohonan Hak Guna Usaha

Syarat-syarat permohonan Hak Guna Usaha atas tanah diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
cara Pemberian dan Pembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah harus
diajukan secara tertulis dan pemohon harus warga negara Indonesia. Jika
badan hukum yang mengajukan perrmohonan Hak Guna Usaha, maka
badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang didirikan di

Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

20Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Op. cit, Pasal 31 UUPA jo. Pasal 6
dan Pasal 7

21pasal 8 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara
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2. Permohonan yang diajukan harus memuat keterangan mengenai hal-hal
berikut, yaitu:??

a. Keterangan mengenai pemohon :

(1) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal
dan pekerjannya;

(2) Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan,
akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik,
yaitu:

(1) Dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan,
akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan
tanah lainnya;

(2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur
disebutkan tanggal dan nomornya);

(3) Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).

c. Keterangan lainnya, yaitu :

(1) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah
yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;

(2) Keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Permohonan harus melampirkan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan
dalam Pasal 19 Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9
tahun 1999, yaitu :

a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang
telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan
hukum;

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

c. lzin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin

pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayabh;

22pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999
Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan
kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas
tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

e. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau
Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden
bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip
dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri
atau Penanaman Modal Asing;

Mengenai syarat izin lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19
huruf ¢ prosedur untuk mendapatkan izin lokasi tersebut diatur dalam pasal 6
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
tahun 1999 tentang Izin Lokasi.Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999,
disebutkan bahwa ”Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan
untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai zin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut
guna keperluan usaha penanaman modalnya”. Sedangkan menurut BF.
Sihombing, izin lokasi didefinisikan sebagai izin yang diberikan kepada

perusahaan unutk memperoleh tanah yang telah diberikan pencadangan tanah.

Dalam pemberiannya, izin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai
aspek penguasaan dan tekhnis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta
penguasaan tanah yang bersangkutan, termasuk juga penguasaan fisik wilayah,
penggunaan tanah serta kemampuan tanah. Adapun tanah yang dapat ditunjuk
dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang
berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman
modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan persetujuan
penanaman modalnya dan Izin lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan
yang sudah mendapatkan persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Bila ditinjau jangka waktu pemberian izin lokasi, berdasarkan Pasal
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5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 2 tahun 1999, izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
a. 1 (satu) tahun : izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha,

b. 2 (dua) tahun : izin lokasi seluas lebih dari 25 ha samapi dengan 50 ha,

c. 3 (tiga) tahun : tahun lokasi seluas lebih dari 50 ha.

Dengan demikian, syarat permohonan mendapatkan Hak Guna Usaha atas
tanah baru dapat diberikan setelah menyelesaikan prosedur mendapatkan izin
lokasi. Dengan kata lain, Hak Guna Usaha atas tanah tidak dapat diberikan
sebelum penyelesaian terhadap pelepasan atau pembebasan hak-hak di atas tanah
yang dimohon, baik berupa hak perorangan atas tanah ataupun perubahan status

hak tertentu yang terdapat di atas tanah tersebut.

2.2 Sengketa Tanah
2.2.1 Pengertian Sengketa Tanah

Pengertian sengketa Tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN RI
No.11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Pasal 1 ayat
(2) disebutkan Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga
yang tidak berdampak luas.”® Sengketa tanah merupakan benturan kepentingan
(conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai
contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan
hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Menurut Rachmadi Usman menyatakan bahwa baik kata confict maupun
dispute kedua-dunya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan
kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat
dibedakan, dari segi kosakata confict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia

menjadi konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa.

Bpasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.11 Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan
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Lebih lanjut ditegaskan, bahwa konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa
apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau
keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana
pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas.®

Selanjutnya menurut Rusmadi Murad, sengketa pertanahan adalah
Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan
pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang
diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.

2.2.2 Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Pengadilan (Litigasi)

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.® Indonesia sebagai negara
hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan  untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara
masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.
Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau
lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa
perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian
sengketa litigasi.

2.2.3 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Sengketa akan melibatkan dari dua orang (kelompok), sehingga dalam
sengekta harus ada yang menang dan kalah. Hal ini dianggap lazim karena
dikonotasikan sebagai pertandingan, namun dalam “pertandingan” ada pihak yang
dianggap lemah atau dilemahkan.Keinginan mereka yang bersengketa adalah
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah,
namun dalam kenyataan melalui lembaga litigasi (peradilan), sengketa seringkali

diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang besar,

2Layyin Mahfiana, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Melalui Cara
Non Litigasi”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
»Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
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dengan demikian keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya

menyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai.

Sementara itu kritik yang muncul terhadap lembaga peradilan
sebagaimana dikemukakan Arie S. Hutagalung adalah penyelesaian sengketa
lambat, biaya perkara yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan peradilan
tidak memecahkan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis.?® Dalam
perkembangannya lembaga pengadilan dianggap sebuah lembaga yang tidak
independen karena setiap kasus yang muncul kebanyakan dimenangkan oleh
mereka yang memiliki modal besar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga ini menjadi merosot.

Thornas J. Harron mengatakan bahwa “Masyarakat sudah jemu mencari
penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas
sistem peradilan (dissatisfied with the judicial system), disebabkan cara
penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the
delay inherent in a system) dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain:
buang-buang waktu (a waste of time), biaya mahal (very expensive),
mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan,
membuat orang bermusuhan (enemy), melumpuhkan para pihak (paralyze
people).

2.2.4 Asas-asas Penyelesaian Sengketa Tanah

Selain mengetahui cara penyelesaian tanah yang umumnya diatur dalam
Hukum Acara (Hukum Formal), maka bagi para pihak yang bersengketa oleh
Pemerintah, oleh Badan Arbitrasi, maupun oleh Badan-badan Peradilan, perlu
diperhatikan dan dipergunakan dan dijadikan sumber pegangan dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan, asas-asas dan ketentuan hukum
materiilnya, yaitu Hukum Tanah Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

a. Sumber yang pertama dan utama adalah Pancasila

%6Arie S. Hutagalung, Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan (makalah
disampaikan dalam seminar di Komisi Konstitusi, tanpa penerbit), April 2000, him.3.
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b. UUD NRI 1945 karena UUPA merupakan pelaksanaan langsung
Khususnya pasal 33 ayat 3

c. Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat mengenai
tanah dan bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat
(konsiderans UUPA jo pasal 5 UUPA) yang berarti Hukum Adat
mengenai tanah merupakan sumber utama pembangunan Hukum
Tanah Nasional dan berfungsi pula sebagai pelengkap Hukum Tanah
Nasional (khususnya norma-normanya)

Konsepsi Hukum Adat menjadi konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah
konsepsi komunalistik religius yaitu konsepsi yang memungkinkan penguasaan
tanah secara individual dengan hak penguasaan yang bersifat pribadi sekaligus
mengandung unsur kebersamaan yang dalam pasal 6 UUPA dinyatakan sebagai
fungsi sosial.

2.3 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

2.3.1 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Menurut Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 UUPA berdasarkan
kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam hukum tanah nasional, ternyata
bahwa pembentukan hukum tanah nasional maupun pelaksanaannya menurut sifat
dan pada asasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian,
kalau diperlukan kewenangan di bidang pertanahan yang sifatnya terpusat tersebut
dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah
Daerah. Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan urusan di bidang
pertanahan kalau tidak diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan yang sifatnya terpusat oleh
Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya atau

terwujudnya kesatuan (unifikasi) hukum.

Salah satu hak penguasaan atas tanah dalam UUPA, yaitu hak menguasai
Negara atas tanah yang dimuat dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (1) UUPA

dinyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung
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didalamnya dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Wewenang hak menguasai Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (2)
UUPA vyaitu :

1 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan tanah.

2 Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan tanah.

3 Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dari perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai Negara atas
tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra
dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak
menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan
kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut
diberikan oleh Negara kepada Pemerintah daerah sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, yang akan diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah
daerah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu wewenang
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di
daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat
(2) UUPA yang meliputi perencanaan tanah pertanian dan tanah non pertanian
sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Berdasarkan Pasal 14 UUPA dan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintahan

daerah diberi wewenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan serta
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pemeliharaan tanah. Penataan ruang meliputi suatu proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.?’

2.3.2. Landasan Yuridis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam
Menangani Sengketa Pertanahan.

Sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa pertanahan diperlukan
suatu ketentuan hukum materil yang akan menjadi landasan hukum bagi segala
aspek menyangkut objek tanah, di samping landasan hukum formilnya (Hukum
Acara). Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan pada umumnya
diatur dalam Hukum Acara (Hukum Formal), yaitu Herziene Indonesiche
Reglement (HIR). Landasan Yuridis kewenangan Badan Pertanahan Nasional
dalam menangani Sengketa Pertanahan:

a. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Penyelesaian Masalah/Sengketa

Pertanahan.

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia
tercermin dalam Pembukaan Alinea keempat UUD 1945 Pancasila sebagai dasar
kerohanian, juga merupakan asas hukum agraria yang khusus. Dalam pada itu
harus diambil sebagai pedoman-pedoman yang kemudian harus menjadi pegangan
dalam menyusun Hukum  Agraria (Hukum Tanah Nasional), dan untuk

dipedomani.
b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan landasan konstitusional yang
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumber
daya tanah sebagai salah satu bagian dari sumber daya agraria.Untuk
merealisasikan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang memberikan wewenang kepada pemerintah

berdasarkan konsep “dikuasai Negara”.

2’Indonesia, Undang-undang Agraria, Op. Cit., Pasal 14. Bandingkan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
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Dengan kewenangan untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan
membuat peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau
badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, jelaslah menunjukkan bahwa wewenang agraria
(pertanahan) merupakan wewenang pemerintah pusat, tidak memberikan
wewenang kepada pemerintahan daerah, lembaga pemerintahan, atau departemen
tertentu, ataupun kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan
kewenangan agraria (pertanahan) jika tidak didelegasikan dalam suatu peraturan
tertentu. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, secara langsung dan tidak
langsung memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk mengatur segala
aspek yang timbul dari hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan badan
hukum dengan bumi (tanah) dan sumber daya agraria lainnya, termasuk di
dalamnya untuk mengatur penyelesaian permasalahan yang timbul dari hubungan-

hubungan hukum tersebut.
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agararia (UUPA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan dasar
Pokok-Pokok Agraria merupakan ketentuan hukum materiil yang menjadi
landasan bagi segala aspek penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan menyangkut
objek tanah. Untuk mencapai tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA
memuat ketentuan-ketentuan materiil untuk mengatur objek tanah dinyatakan di
dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional
berlandaskan pada Hukum Adat mengenai tanah yang berkonsepsi komunalistik
religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak
penguasaan yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan yang

dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan sebagai fungsi sosial.

d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional, merupakan landasan hukum bagi Badan Pertanahan Nasional dalam
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menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu

kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 menugaskan kepada Deputi

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yakni

meliputi perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan

penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Di dalam Pasal 23 dinyatakan

bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan menyelenggarakan fungsi, yaitu?® :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan
sengketa dan konflik pertanahan;

Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa,
dan konflik pertanahan;

Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan
non hukum;

Penanganan perkara pertanahan;

Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik
pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;

Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan
pertanahan;

Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang,
dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan beberapa peraturan

yaitu:

a.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

28|_jhat Pasal 23 Perpres No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
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b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan
pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian
kasus Pertanahan.

d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan.

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Rl No.11 Tahun 2009 Tentang
Kebijakan dan Strategi Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan
Sengketa

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan penanganan kasus

pertanahan.

Sengketa tanah yang selalu menjadi permasalahan besar dan penting pada
Negara berkembang, terutama di Indonesia yang dikenal dengan wilayahnya yang
luas dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut bukan suatu
hal yang mustahil, terbuka kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa
tanah baik materiil maupun secara formal. Tanah merupakan suatu kebutuhan dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu diatur dan di kelola
secara nasional maka untuk menjaga kehidupan berbangsa, untuk kehidupan
bernegara yang aman. maka perlu Pengelolaan tanah yang baik dalam hal ini
termasuk juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan

yang timbul.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa yang telah dilakukan dalam sengketa penguasaan
tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Pakel, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi adalah dengan melakukan mediasi yang dihadiri
oleh beberapa pihak yang salah satunya yaitu pihak dari BPN. Tetapi,
dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan diantara
keduabelah pihak. Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dapat
dilakukan oleh para pihak yang bersengketa adalah dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan suatu putusan hakim
yang nantinya akan menyatakan pihak yang salah dan pihak yang benar.
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat
dilakukan eksekusi oleh pihak BPN untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang menyangkut penerbitan, peralihan, dan/atau pembatalan
hak atas tanah paling lambat 2 bulan setelah diterimanya Salinan Putusan
Pengadilan oleh Pejabat yang berwenang melakukan pembatalan.

2. Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Non Departemen memiliki
peranan penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Menurut
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan, BPN dapat menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara 2
(dua) pihak yang tata cara penyelesaiannya selanjutnya diatur pada
Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan yang lebih rinci diatur didalam Petunjuk Teknis
Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
Dan juga, Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan fungsinya dalam

melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang tata cara

59
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pelaksanpaannya  diatur  didalam  Petunjuk  Teknis ~ Nomor
06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak
Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

4.2 Saran

1. Pemerintah memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang
seharusnya dilakukan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten
Banyuwangi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi masalah secara
jelas agar menemukan cara penyelesaian sengketa penguasaan tanah yang
seharusnya dilakukan. Pemerintah harus dapat meminimalisir terjadinya
suatu sengketa pertanahan . Karena hingga saat ini sengketa di Desa Pakel
masih belum terselesaikan, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan
mengenai tertib administrasi pertanahan masih belum terpadu.

2. BPN sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas dalam
mengembangkan dan melaksanakan administrasi pertanahan sangat perlu
melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengadakan
penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang penting
mengenai keberadaan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non
departemen yang membantu menyelesaikan sengketa tanah, serta juga
melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan penting yang
menyangkut masalah pertanahan sehingga meminimalisir permasalahan
yang muncul.

3. Bagi Masyarakat seharusnya dapat mengambil langkah yang lebih tepat
dalam melakukan penyelesaian sengketa khususnya di bidang pertanahan.
Langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku berdasarkan dengan Hukum Pertanahan di

Indonesia.
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4. Bagi Perangkat Desa setempat seharusnya dapat mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi dengan menyesuaikan dengan data-data yang
telah ada. Apabila terdapat tidak kesesuaian dan menjadi sumber
permasalahan maka segera mengadu ke lembaga pemerintahan yang

berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.
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